AT

BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR'C TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

a

1

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungs:1 serta Tata Kerja Dinas
Perhiubungan Kabupaten Halmahera Selatain,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi1 serta Tata Kerja Dinas
Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R1I Taliun 1959 Nomor 174, Tambahan Lembaiain Negaia
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Thiovins: Maluku Utlara (Lembaran Negeua R1 Tahuin
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor
4264),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
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5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Unaang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tenrtang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R 1 Tahun 2015 Nomor 59),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisas1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara R
Tahun 2016 Nomor 114} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Menter1 Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1660),

Peratwian Dagiah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Halmahera Selatan tentang Pebentukan dan
Susunain FPeraingkat Daeralhi Kabupaten Helamhera

Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257/OTDA
tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Persetujuan Penyesuaian
Penyederhanaan Struktur Organisast Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan dan Kota Ternate Provinsi Maluku
Utara

MATIVRAATTIMYTOYY A Y
ILEAVAVD X ULy

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati 1n1 yang dimaksud dengan

1
2

[ B~ V]

(@]

10

11

12

13

Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan

Dewan Perwakidan Rakyat Daerah selanjutiiya dwsebut DFRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdirnn darnn Sekretarat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan

Dinas adalaii Duias Feiliubungain

Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Dinas Perhubungan

Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Perhubungan

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas berkaran dengan peélayaiian fungsiwiial yang berdasaikan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

Umit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknmis Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdin atas
a Dinas,
b Sekretaniat Dinas, terdir1 dari
1 Sub Bagian Kepegawalan dan Umum,
2 Sub Bagian Keuangan, dan
3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
¢ Budang Lalu Lintas terduri dari
1 Seksi Manajemen Lalu Lintas,
2 Seksit Analisis Dampak Lalu Lintas, dan
3 Kelompok Jabatan Fungsional
d Bidang Angkutan dan Sarana terdir1 dan
1 Seksi Angkutan Dalam Trayek,
2 Seksi Pengujian Sarana, dan
3 Kelompok Jabatan Fungsional
e Bidang Prasarana terdin1 dan
1 Seks: reencanaan rrasarana,
2 Seksi Pembangunan Prasarana, dan
3 Kelompok Jabatan Fungsional
f Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dan
1 Seks1 Lingkungasn Perhubungan,
2 Seksi Keselamatan, dan
3 Kelompok Jabatan Fungsional
g Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(2) Bagan Susunan Organisast Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud

e, o e PG D - _ - e - o4 -
A | £ 1N a 4 o | 1 n 4 n
padia ayart (1) teicarituiil pada iadiipuail rératuiar bupau i

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas

Pasal 4
b ) WUy T, [P Y 3 A1 ... Yo 1A 4 1N Y £ - s TR, . Y
Liiiad> dtuadgalllialla Ulllladhdull Udldill 'adal 9 aydt {1) LUl Ul a, Ulpliilpiir Uicil
seorang Kepala Dinas yang mempunyalr tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala
Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi
1 Perwmusan Keébyakan @ bidang lalu loitas dan angkutan jalan,
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan
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Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten,

2 Pelaksanaan kebyakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten,

3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah Kabupaten,

Penyelenggarani  upaya pemnmgkKatan pel

Perhubungan,

5 Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan di
Bidang Perhubungan,

6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya,

- PR T B P | L - |
1 pubuLs Ul D1
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Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalaun nielaksanakan peérumusan Konisep dan pelaksaiiaan xkebyakaii,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliput1i keuangan,
hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administras: di
hngkungan Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang
berlaku

Pasal 7

Dalam menyeienggaiakann tugas sebagaunania dwuiiaksud pada Pasal O,

Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebyakan, rencana, program, kegiatan
dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan,

2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas
Perhubungan,

3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisast dan tata laksana di
hngkungan Dmas Peilidbuiigan,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalhan Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
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6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
parang/jasa a1 ingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Remja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan

Laporan Keuangan Dinas,

Pengelolaan kepegawaian di ingkungan Dinas Perhubungan,

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup

tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

O o

Pasal 8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyair tugas
menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 9
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaumana duniaksud pada FPasal 8, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
2 Penyiapan bahan perumusan kebyakan teknis terkait administrasi
umum dan kepegawaian,
Pengelolaan data kepegawaian dinas,
Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,

SO0 AW

Penyelenggaraan Keéiuwmahtanggaan dinas,

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentast dan kearsipan dan

perpustakaan dinas,

9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,

11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,

12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian
uiiun daii Kepegawauar, dan

14 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas tugasnya

oo

Pasal 10
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab
kepada Sekretanis dan mempunyai tugas membantu Sekretarnis untuk
penylapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan

PR - 1 - e TN o
dUILIILIIth adl Kualii@gdall piliad
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Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi
1 Pelayanan dan Pengelolaan Administras: Keuangan Dinas,

2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dinas,

3 Pelaksanaan anggaran daii penyiapan balian tanggapan atas laporai
pemeriksaaan keuangan,

4 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan

5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan menyusun rencana,
program, anggaran dan evaluasi kegiatan serta pelaporan Dinas

Dnanl 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub

Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi

1 Pengintegrasian Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas,

2 Pengitegrasian Penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan
evaluasi kegiatan dinas,

3 Pemantauan dan evaluasit pelaksanaan tugas bawahan Subbaglan
Perencanaan dan Evaluasi, dan

4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

P [ o P
Uall 1uligEs>l

Paragraf 3
BIDANG LALU LINTAS

Pasal 15
Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk
melaksanakan peényapail perumusain kebyakan, pelaksanaan kebyakan,
serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas sesuai pedoman kerja
dan ketentuan yang berlaku

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15,

Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi

1 Penyiapan bahan perumusan kebyakan di bidang manajemen lalu
hintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,

2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebyakan di bidang Manajemen lalu
lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,
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3 Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang manajemen lalu
lintas, rekayasa 1aiu lintas, dan anaiisis dampak 1aiu iintas,

4 Penylapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu
lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,

5 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu
lintas,

6 Pembmnaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang Lalu
Lintas, dan

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Pasal 17

Seks1 Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)
huruf ¢ angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seks: yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebyakan serta evaluasi dan pelaporan
di1 bidang Penetapan Rencana Induk Jaringan (LLAJ) Kabupaten, Penetapan
Lintas Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah
Kabupaten yang terietak pada jaringan jaian Kabupaten, penetapan untas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani
penyeberangan dalam Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang
berlaku

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17,

Seks1 Manajemen Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu
Lintas,

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan keglatan Seks:

Manajemen Lalu Lintas,

Pengoordinasian penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas,

- D
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Manajemen Lalu Lintas,

5 Pembinaan administras: dan aparatur Seksi Manajemen Lalu Lintas,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi
Manajemen Lalu Lintas, dan

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Pasal 19

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf c¢ angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas
melakukan penylapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebjakan serta

O'70]11001 f‘ﬂﬂ Y\O]ﬂf\f\ ‘et hel “OY’(‘Q"”I“"I‘IOY\ ]’\0011 Ann]1o1(\ n"mf\ﬁ]’ I 0111 T 11’\"’)(‘
VA R RV TN ik PUARPAAII LI MUV TUR LRk RIGODEE 2 ARICRRIDND ZFLALIE PR

untuk jalan Kabupaten sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
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Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19,

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Analisis Dampak

Lalu Lintas,

Peiiyusunan laporan peélaks

Dampak Lalu Lintas,

3 Pengoordinasian penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas,

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Analisis Dampak Lalu Lintas,

5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Analisis Dampak Lalu
Lintas,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi

Analisis Dampak Lalu Lintas, dan

Pelaksanaan fungs: lamn yang dibeiikan oleh atasan sesuar gengan tugas

dan fungsinya

()

~J

Paragraf 4
BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

Pasal 21

Bidang Angkutan Dan Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk
melaksanakan penylapan perumusan kebyakan, pelaksanaan kebyakan,
serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan dan Sarana sesuai
pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Yo L

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21,

Bidang Angkutan Dan Sarana menyelenggarakan fungsi

1 Penyiapan bahan perumusan kebyakan di bidang angkutan orang,
angkutan barang dan pengunan sarana,

2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebyakan di bidang angkutan orang,
angkutan barang dan pengujian sarana,

3 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang,
angkutan barang dan pengujian sarana,

4 Pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Angkutan dan
Sarana,

9 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan Kkegiatan Bidang
Angkutan dan Sarana,

[@2)

Daiasrnth svans Adrse atraas A
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Angkutan dan Sarana,

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesua: dengan tugas
dan fungsinya
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Pasal 23

Seks1 Angkutan Dalam Trayek sebagaimana dimaksua pada pasat 3 ayart |1}
huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang mempunya: tugas melakukan penylapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebyakan serta evaluasi dan pelaporan
d1 Bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam
Daerah Kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan
angkutan perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan rencana
umum jaringan trayek perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan
rencana umum jJaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu
Daeiah Kabupaten, penerbitan zin pényelengaraan angkutan orang dalaim
trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan
tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota
dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang
wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten, penerbitan 1zin usaha
angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisil dalam Daerah Kabupaten
dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten, penerbitan 1zin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan
usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam
Daei1ah kabupaten, pene: hitan 1zui hayek peiyeleigga aaui angkutan sungai
dan danau untuk kapal yang melayan1 trayek dalam Daerah kabupatern
yang bersangkutan, Penetapan tanf angkutan penyeberangan penumpang
kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten sesuai pedoman kerja dan
ketentuan yang berlaku

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23,

Seks1 Angkutan Dalam Trayek menyelenggarakan fungs:

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Angkutan Dalam
Trayek,

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi: Angkutan
Dalam Trayek,

3 Pengoordinasian penyelenggaraan Seksi Angkutan Dalam Trayek,

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seks:
Angkutan Dalam Trayek,

9 Pembinaan administras: dan aparatur Seks: Angkutan Dalam Trayek,

6§ Pemantauan dan evaluas: pelaksanaan
Angkutan Dalam Trayek, dan

7 Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

f1iccno 1’\0"!701’\01‘! Y\OAO Qn])‘o*l
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Pasal 25

Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf
d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu kepala Bidang
Angkutan dan Sarana dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebyakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengujan
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berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan 1zin usaha jasa terkait dengan
perawatan dan perbaikan kapal sesual pedoman kerja dan ketentuan yang
berlaku

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25,

Seka1 Pengunian Sarana menvelenggarakan fungs

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seks: Pengujan Sarana,

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengujian
Sarana,

3 Pengoordinasian penyelenggaraan Pengujian Sarana,

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengujian Sarana,

5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Pengujian Sarana,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi

Danrmitinmn Qarann Ann
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7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 5
BIDANG PRASARANA

Pasal 27

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e,
dimimpin oleh seorang Kepala Bidang vang bertanggung 1awah kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan
penyiapan perumusan kebiakan, pelaksanaan kebjyakan, serta evaluasi dan
pelaporan di Bidang Prasarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang
berlaku

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27,

Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi

1 Penylapan bahan perumusan Kkebyakan di Bidang Perencanaan,
Pembagunan dan Pengoperasian Prasarana,

2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebyakan di Bidang Perencanaan,
Pembangunan dan Pengoprasian Prasarana,

3  Penviapan hahan evaluast dan nelanoran di Ridang Perencanaan
Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana,

4 Pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan,
Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana,

5 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang
Perencanaan, Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana,

6 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah di Bidang
Perencanaan, Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana,

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
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Pasal 29

Seks1 Perencanaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)
huruf e angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Prasarana melakukan penylapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebyakan seita evaluas: dan pelapman i Bidang penétapain
rencana mduk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan
rencana mduk dan DLKR/DLKP Untuk pelabuhan sungai dan danau sesuai
pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29,

Seks1 Perencanaan Prasarana menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan keglatan Seksi Perencanaan
FLasarauia,

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Perencanaan Prasarana,

3 Pengoordinasian penyelenggaraan Perencanaan Prasarana,

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Perencanaan Prasarana,

5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Perencanaan Prasarana,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi
Perencanaan Prasarana, dan
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dan fungsinya

Pasal 31

Seks: Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)
huruf d angka 2 dimimpin oleh seorang Kepala Seksi vang bhertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Prasarana melakukan Penylapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebyakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang penerbitan
1zin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan,
penerbitan 1zin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal,
pembangunan dan penerbitan 1zin pembangunan pelabuhan sungai dan
danau di wilayah perairan pelabuhan pengumpal lokal, penerbitan izin
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,

penerbltan 1Zin mendmkan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31,
Seks1 Pembangunan Prasarana menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan Kkegiatan Seks:i Pembangunan
Prasarana,
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2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pempangunan Prasarana,

3 Pengoordinasian penyelenggaraan Pembangunan Prasarana,

4 Pemantauan dan evaluas: pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pembangunan Prasarana,

5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seks: Pembangunan Prasarana,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seks:
Pembangunan Prasarana, dan

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 6
BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 33

Bidang Pengembangan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (1) huruf {, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas melaksanakan penylapan perumusan kebyakan, pelaksanaan
kebyakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan

Keselamatan transportasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang
berlaku

¥
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33,
Bidang Pengembangan Keselamatan menyelenggarakan fungs:

1 penyiapan bahan perumusan kebyakan di Bidang pemaduan moda,
teknolog Perhubungan, hingkungan Perhubungan dan keselamatan,

2 Penylapan bahan pelaksanaan kebyakan di Bidang pemaduan moda,
teknolog1 Perhubungan, ingkungan Perhubungan, dan keselamatan,

3 Penylapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang pemaduan moda,
teknolog1 Perhubungan, ingkungan Perhubungan, dan keselamatan,

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Pengembangan dan Keselamatan,

5 Pembinaan administrasi1 dan aparatur Bidang Pengembangan dan
Keselamatan,

(2]
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Pengembangan dan Keselamatan, dan

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Pasal 35

Seks1 Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
(1) huruf f angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung
Jjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Pengembangan dan keselamatan dalam melakukan penylapan
bahan perumusan pelaksanaan kebyakan serta evaluasi dan pelaporan di
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Bidang pengembangan lingkungan Perhubungan sesuai dengan ketentuan
yang beriaku

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35,

Seks1 Lingkungan Perhubungan menyelenggarakan fungss

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi hngkungan
Perhubungan,

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
lingkungan Perhubungan,

3 Pengoordinasian penyelenggaraan seks: ingkungan Perhubungan,

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
lingkungan Perhubungan,

5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi ingkungan Perhubungan,

& Pemantauan dan evaluas: peloksanzan tugas bawghan pada Seks:
lingkungan Perhubungan, dan

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Pasal 37

Seks1 Keselamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f
angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas Membantu kepala Bidang
Pengembangan dan Keselamatan melakukan penyiapain bahan perdamusaii
dan pelaksanaan kebyakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang audit
dan inspekst keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan
keselamatan Sarana dan Prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan
keselamatan di jalan Provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan
lalu hintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelatkan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 38
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37,

Seks1 Keselamatan menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Keselamatan,
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Keselamatan,

3 Pengoordinasian penyelenggaraan Seksi Keselamatan,

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Keselamatan,

5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Keselamatan,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi
Keselamatan, dan

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsuya



Pasal 39

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekmis (UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprmpin oleh kepala UPT
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 40

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon
ITh

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa,

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IlIIb,

(4) Kepala Seks: dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau
Eselon IVa

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat  Pembina
Kepegawaian /Bupati

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42
(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
adnuinistrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkartan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuar dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat {2} Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungs: jabatan
pimpmnan tinggi pratama sesuair dengan bidang keahlian dan
keterampilan,

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinernja
organisasi

Pejabat fungslona} yaiig dxtugaskarx secara uidividu bcuagcuxucula
dimaksud dalam ayat (4] melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjenjang kepada kepala dinas

Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir1 dar

a Ketua Tim, dan

b Anggota Tim

Pgjabat fungsional yang ditunjuk sebaga ketua tim untuk pelaksanaa
tugas sebagilamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidangi

Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbagai latar belakang kompetens: yang ada pada unit organisasi
tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan
pencapailan tujuan organisasi,

Pejabat Fungsional sebagai dampak dar1 penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan meKamsme koordinas: dan pengelolaan kegatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nila1 Angka Kredit 25%
dar Angka Kredit Kumulatif

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

-t

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

b PP T I
Da@iall ncuua

Jabatan Pelaksana

Pasal 43

(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena
dampak dan pelaksanaan penvederhanaan birokrasi herkedudukan
pada jabatan struktural d1 atasnya, dengan ketentuan
a Umt Kerja yang masith memiliki Jabatan Administrator, jabatan

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon III
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b Unit Kerja yang tidak memuliki Jabatan Admumistrator, jabatan
pelaksana-nya perkeduaukan dan pertanggung jawab kepaaa Pejabat
Pimpinan Tinggl Pratama atau Eselon II

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan

bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/

Bupati

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan
Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupat: tersendir:

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hingkungan Dinas
Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisast di lingkungan Dmas Perhubungan serta dengan mstans: lain di
luar hingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 45

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uralan tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
duaporkain secara beérkala seésuar Qeéngain  Ketentuan  peratuian

perundang- undangan

Pasal 46
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi d1 lingkungan Dinas Perhubungan wajib
mengikuti dan mematuh:1 petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasannya masimg-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 47
Setiap laporan yang itérima oieh pegabat admoustrator dan pejabat
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48
Dengan berlakunya peraturan Bupati i, pejabat yang menduduki
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
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jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati
mi

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturain Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisast Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 50
Peraturan Bupau in1 muial beriaku pada tanggai ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 webmuari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN

W
; '
USMAN SID

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 rebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
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